
3.Undang-Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tcntang Pembcntukan 
Provinsi lrian Barat dan Kabupaten-Kabupatcn Otonom di 
Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lemba.ran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 scbagaimana telah 
diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 
Pcraturan Daerah tcntang Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan 
yang tclah diperiksa oleh Badan Pcmeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran bcrakhir; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru.f a, perlu ditetapkan dengan Pcraturan Bupati 
tcntang Pcnjabaran Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020. 

BUPATI BIAK NUMFOR , 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 42 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 



11.Undang-Undang . 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 4438}; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) ; 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Thun 2001 twntang 
Otonomi khusus bagi Propvinsi Papua [Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Atas tanah dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
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18.Peraturan Pemerintah . 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler 
dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor4712); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 48, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. P-eraturan Pemerintah Nomor 54 Tohun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4024); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Negara Rcpublik lndonesia Nomor 
5587); Sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah. 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana 
telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Pcraturan Menteri Da1am Ncgeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri . 

22. Peraturan Pemeriotah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil ; 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia RI Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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b. Belanja Langsung . 

Rp. 363.353.399.811,00 
Rp. 69.024.600.000,00 
Rp. 17. 750.000.000,00 
Rp. 260.642.604.400,00 
Rp. 10.000.000.000,00 
Rp. 720.770.604.211,00 

Rp. 98.422.150.504,18 
Rp. 807.291.342.945,00 
Rp. 282.117 .072.243.62 
Rp. l .187.830.565.692,80 

Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan Sosial 
4) Selanja Banruan Keuangan 
5) Belanja Tidak Terduga 

2. 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

JumJah pendapatan 

Pasal 1 

: PERATURAN SUPATl TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH SlAK NUMFOR TAHUN 
ANGGARAN 2020 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
NumforTahun 2019 Nomor l); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 {Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 903); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 
64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Alruntansi 
Pemerintahan Berbasis akrual Pada Pemerintah Daerah; 
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BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/ITO 

HERRY ARIO NAAP 

Ditetapkan di Bialc 
pada tanggal 22 Oktober 2021 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 
Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

59.318.153.194,39 
25.338.580.378,35 

Rp. 
Rp. 

60.253.853.194 ,39 
935. 700.000.00 

Rp. 
Rp. 

Rp. 89.007.550.445,00 
Rp. 290.791.433.535,84 
Rp. 121.240.550.317.00 
Rp. 501.039.534.297,84 
Rp. I.221.810.138.508,84 
Rp. ( 33.979.572.816,04) 
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Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan 

3. 

Jumlah Belanja 
Surplus /(Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 



SEMUEL RUMAJKEUW,S 
NIP.197305082001121004 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 42. 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
CAP/TIO 

MARKUS 0. MANSNEMBRA 

Diundangkan di Biak 
pada tanggal 22 Oktober 2021 
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